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Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

2. Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 Tahun

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018;

3. Peraturan Menteri Kesehatan No 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory) dalam Program Jaminan Kesehatan.



DEFINISI

▹ Tim Pertimbangan Klinis (TPK) merupakan Tim yang dibentuk oleh Gubernur

untuk menyelesaikan sengketa klinis di tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan

program Jaminan Kesehatan.

▹ Dewan Pertimbangan Klinis (DPK) merupakan Dewan yang dibentuk oleh 

Menteri untuk menyelesaikan sengeketa klinis di tingkat Pusat dalam

penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

▹ Sengketa Klinis merupakan ketidaksepahaman para pihak menyangkut pelayanan

atau tindakan klinis yang berdampak terhadap paket manfaat dan/atau

pembayaran klaim yang terjadi dalam pelayanan kesehatan pada program 

Jaminan Kesehatan
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Tugas dan Tanggung Jawab
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▹ Bertugas menyelesaikan sengketa klinis dalam penyelenggaraan program JKN

▹ Berfungsi :

▸ Penapisan sengketa yang diadukan kpd TPK;

▸ Penyelesaian sengketa klinis atas pengaduan dari para pihak;

▸ Penyampaian sengketa klinis yang tidak dapat diselesaikan oleh TPK kepada DPK;

▸ Penyampaian koordinasi dengan DPK dalam penyelesaian sengketa klinis yang 

ditangani

▸ Pemberian umpan balik termasuk analisis kebijakan tentang sengketa klinis

▸ Pelaksanaan pelaporan kepada DPK



Kewenangan
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▹ Menghentikan dan/atau melanjutkan proses pemeriksaan sengketa klinis;

▹ Memanggil, memeriksa dan meminta keterangan para pihak;

▹ Meminta keterangan saksi/ahli;

▹ Meminta dokumen/surat-menyurat, data informasi elektronik (digital) dari para 

pihak dan rekam medis dari fasilitas kesehatan;

▹ Meminta data klaim dan data pelayanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan; dan

▹ Membuat keputusan penyelesaian sengketa klinis.



Tata Cara Penyelesaian Sengketa Klinis
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Pengaduan
diterima melalui

Sekretariat

Penapisan oleh TPK

• Identitas pengadu dan teradu

• kasus sengketa dan kronologis

•data pendukung

TPK dibantu
Sekretariat
memeriksa
keabsahan

TPK memeriksa
pihak Pengadu

TPK memeriksa
pihak Teradu

TPK apabila
diperlukan dapat

meminta keterangan
pihak2 terkait

Sidang Ketua TPK 
dan anggota →

Kuorum (setengah
ditambah satu)

Hasil Keputusan 
dibacakan didepan

para pihak

Dokumentasi oleh 
Sekretariat

Pelaporan
kepada DPK

Para Pihak diberi
kesempatan

secara tertulis
untuk Banding



Mekanisme Penerimaan Aduan Ke Tim Pertimbangan Klinis
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Surat  pengaduan secara tertulis
dari pihak yang bersengketa

kepada Tim Pertimbangan Klinis
melalui sekretariat

Pengaduan sekurang-kurangnya
memuat informasi antara lain: 

1. Identitas pengadu dan teradu

2. Kasus sengketa klinis dan 
kronologisnya

3. Data pendukung lainnya

Aduan diemailkan ke : 

tpk.prov.dki@gmail.com, dan 
secara fisik ditembuskan ke

Dinas Kesehatan Provinsi DKI 
Jakarta

mailto:tpk.prov.dki@gmail.com


Pemeriksaan Dokumen Pengaduan
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Pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh Sekretariat TPK

Pengaduan tidak atau dihentikan oleh TPK apabila : 

1. Surat tanpa identitas yang jelas

2. Keliru wilayah

3. Keliru orang atau Lembaga

4. Keliru waktu (melewati batas waktu 2 (dua) tahun setelah kejadian

5. Keliru objek (tidak terkait para pihak dan/ atau pertimbangan klinis atas dasar
kendali mutu dan biaya dalam jaminan kesehatan

6. Kasus sama yang sudah pernah diperiksa atau diputuskan oleh TPK dan/ atau DPK

Pengaduan diterima untuk diselesaikan
oleh TPK dan selanjutnya dilaksanakan
sidang tingkat pertama



Mekanisme Pemeriksaan Para Pihak oleh TPK
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Sekretariat menyusun jadwal pemeriksaan
setelah aduan diterima lengkap (paling lambat
14 hari kerja setelah aduan diterima)

TPK meminta dokumen/surat menyurat, data 
informasi elektronik, rekam medis, data klaim, 
data pelayanan kesehatan

TPK dapat meminta keterangan saksi/ ahli
dalam pemeriksaan para pihak

Sekretariat TPK menjadwalkan Sidang
Penyelesaian Sengketa Klinis



Mekanisme Sidang Oleh Tim Pertimbangan Klinis
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TPK Bersama 
sekretariat
memeriksa

keabsahan para 
pihak

TPK memeriksa
pihak Pengadu
terlebih dahulu, 

yang selanjutnya
memeriksa pihak

Teradu

TPK dapat meminta
keterangan pihak-

pihak terkait

Sidang
dilaksanakan secara
tertutup, tidak boleh
melibatkan advokat



Sekretariat TPK

▹ dr. Donny Alpha Edison
▹ dr. Seni Ryegina

: 087785680508
: 081932193256
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TERIMA KASIH


